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Menimbang : bahwa daram rangka pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan
provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2Ol4 dan Dana proyek
pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2Ol4maka perlu diadakan perubahan atas peraturan Bupati
T\rlungagung Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang penjabaran
perubahan Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah rahun
Anggaran 2OI4 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang_Undang Nomor L2 Tahun l95O tentangpembentukan Daerah_Daerah Kabupaten di Lingkungan
propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang_Undarrg Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia ?ahun ig65 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang_Undang Nomor 2g Tahun 1999 tentangpenj;€lenggafaan Negafa yang Ber3ih dari Betias dait Kofupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3g51); Iv
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O):

6. Undang-Undang Nomor 25 fahun 26O+ tentang Sistem
Perencanaan pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesra Tahun 20O4
Nomor 125, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2OOg
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 20og Nomor 59,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
484a1;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44381;

9. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan perundang_Undangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 2g, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); A

v

3.

.+.

l^.

A



3

1 l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2OO7 (I-embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4SO2)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah

Nomor 74 Tahun 2Ol2 (I.err,baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor l7I, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Inforniasi Keuangan Daerali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 13g, Tambahan kmbaran
Negara Republik Inonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s1s5);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457g);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan
Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesiq
Nomor 4585); llu/
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17. Peraturan Pemerintah Nomor Tg Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembarqn Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineq'a Instansi pemerintah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

19. Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah provinsi Dan pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4732);

20. Peraturan pemerintah Nomor 4l iahun 2OOZ tent€rng
Organisasi perangkat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor g9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada partai politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor lg, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4922);

22. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak
Daerah (Lembaraa Negara Repubrik Indonesia Tahun 2or0
Nomor f 19, Tambahan lembaraa Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

23. Peraturan pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2O1l tentang
Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol l Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

v
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 201 l;

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : g4/pMK.OZ / 2OOg
tentang Penggunaan Dana Bag Hasil cukai Has Tembakau
dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagr Hasil
Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan
Peraturar Menteri Keuangan Nomor: 2O /F|MK.OT /2OO9:

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Negeri Nomor 39 Tahun ?012;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2T Tahun 2OI3
tentang Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angga ran 2OI4;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014
tentang pembentukan produk Hukum Daerah;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor g/pMK.OZ /2014 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2014;

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6l /1MK.O7 /2014 tentang
Pedoman Umum darr dokasi Tunjangan profesi Guru pegawai
Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah provinsi, Kabupaten, dan
Kota Tahun Anggaran 2O14;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/1MK.O7 /2014
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana proyek pemerintah
Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2Ol4;

34. Peraturan Daerah pro,rinsi Jawa Timur Nomor l l Tahun 2014
tentang Perubahan Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014:
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor g Tahun

2006 tentang Sumber pendapatan Desa {lembaran Daerah
Kabupaten Ttrlungagtrng Tahun 2006 Nomor 07 Seri D);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun
2007 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007
Nomor 03 Seri E);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor l0 Tahun
2008 tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah
Tahun 2O0S-2O25 (Inmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung
Tahun 2O08 Nomor Ol Seri E);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun
2O1O tentang pajak Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
T\rlungagung Tahun 2O10 Nomor 0l Seri B) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 12 Tahun 2OI2 (l,embaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 0l Seri B);

39. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 5 Tahun
2Ol1 tentang pembentukan dan penyelenggaraan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten T\rlungagung
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011
Nomor Ol Seri D);

40. Peraturan Daerah Kabupaten TLllungagung Nomor 16 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Keg.a perangkat Daerah
(Icmbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol1
Nomor 02 Seri D)l

41. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 17 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Keg.a Satuan polisi pamong
Praja (Iembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol1
Nomor 03 Seri D);

42. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 1 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi Tempat pelelangan Ikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Turungagung Tahun 2or2 Nomor 0r Seri
c);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten TulungagungT

/tl.rLr ,
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(kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012
Nomor 03 Seri C);

44. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 13 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung Tahun 2012
Nomor 05 Seri C);

45. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 15 Tahun
2Ol2 tentang Penyusunan produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2012 Nomor I I Seri
E);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2013 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OI4 _ 2O1g
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013
Nomor I Seri E);

47. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Iembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor I Seri A);

48. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 11 Tahun
2014 tentang perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggar an 2OI4 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2014 Nomor 2 Seri A);

49. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
T\rlungagung Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Tblungagrrllg Tahun 2013 Nomor 14);

50. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita
Daerah Kabupaten T\.rlungagung Tahun 2014 Nomor 35);

51. Peraturan Bupati r\rrungagung Nomor 36 Tahun 2ol4 tentang
Penjabaran perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2ar4 (Benta Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2Ol4 Nomor 36);
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MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 36 TAHUN 2OI4 TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati r\rlungagung Nomor 36 Tahun 2014
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah rahun
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 36)
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi seb,gai berikut :

Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2014 semula
beqiumlah Rp. 1.589.196.844.789,so bertambah sejumlah Rp.613.056.586.137,89
sehingga menjadi Rp.2.2o2.2s3.43o.927,39 dengan rincian sebagai berikut:

l. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah
Rp r.587.333.592.289,S0

432.425.999.O48,24

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 2.O19.759.59I.337,74
Belanja

a. Semula

b. Bertambah
Rp t.583.424.844.7A9.50

60q.801 .841 . r37 ,89
Jumlah Belanja setelah perubahan

Surplus/ (Defi sit) setelah perubahan
Rp 2.190.226.685.927 ,39
Rp (17O.467.O94.589.651

Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Penerimaan Rp 182.493.839.589.65

2.

3.

b.

Rp

Rp

Jumlah Pengeluaran

Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah
Perubahan

Sisa Lebih

berkenaan

Rp

Pembiayaan

Pembiayaan

(srLPA)

Rp 12.026.745.O0O,OO

Netto setelah Rp 170.467.O94.s89,65

0,00
/l
lL.

r.863.252.500,00
180.630.587.089,65

5.772.000.000.00

6.254.745.OOO,OO

Anggaran Tahun Rp
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Ringkasan Penjabaran perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada angka l tercantum dalam r,ampiran I peraturan
Bupati ini.

Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada angka l dirinci lebih ranjut daram r,ampiran II peraturan Bupati
ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pasar 3 merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
Pelaksanaan Penjabaran perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerahyang ditetapkan daram peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Keg'a perangkat Daerah sesuai denganketentuan perundang-undangan.

pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\.rlungagung.

4.

5.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 9 September 2014

Diundan
pada tan
SEKRE?

di Tulungagung
9 September 2014
DAERAH

Pembina Utama Midva
NIP. 19590919 199003 1006

P".rt" ?Tr"h Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 43
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